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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keberagamannya. Akan

tetapi, realitanya di Indonesia, keberagaman yang diterima oleh masyarakat hanya

sebatas keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman gender

masih sulit diterima dan memiliki tantangannya sendiri untuk menunjukkan

visibilitasnya. Sehingga dalam masyarakat multikultural, konsep identitas gender

sering kali menjadi pusat perdebatan yang kompleks dan kontroversial1. Sebagian

masyarakat mengakui beragam identitas gender, sebagian lagi masyarakat masih

mempertahankan norma-norma tradisional yang ketat mengenai peran dan

ekspresi gender. Hal tersebut terjadi karena mereka yang berbeda dianggap

melanggar norma sosial dan menyimpang dari ketentuan hukum di Indonesia yang

hanya mengakui dua jenis gender.

Keberagaman gender kerap kali dipandang sebelah mata bahkan sampai

terkena diskriminasi dan persekusi. Perlakuan buruk tersebut turut diterima oleh

kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) secara daring

melalui sosial media, hingga secara langsung dihadapan publik ataupun

ketidakadilan dalam mengakses fasilitas-fasilitas publik lainnya. Salah satu

contoh diskriminasi terhadap identitas gender ialah ketika pemberi kerja atau

penyedia layanan menerapkan kondisi, persyaratan, atau praktik yang

tampaknya memperlakukan semua orang sama tetapi sebenarnya

merugikan beberapa orang karena orientasi seksual, identitas gender, status

1 Anastasya Sembiring et al., “Rekonstruksi Identitas Gender Dalam Masyarakat
Multikultural,” Public Service And Governance Journal 5, no. 2 (2024): 1.
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interrserks, ataur staturs perrkawinan ataur hurburngan merrerka. Kondisi ataur

perrsyaratan yang tidak masurk akal terrserburt dapat diiderntifikasi mernjadi

diskriminasi yang merlanggar hurkurm2.

Kertidakadilan gernderr jurga terrmaniferstasikan dalam berlbagai bernturk,

antara lain:3

1. Marginalisasi ataur prosers perminggiran/permiskinan, yang merngakibatkan

kermiskinan sercara erkonomi. Serperrti dalam mermperrolerh aksers

perndidikan, misalnya, anak perrermpuran tidakperrlur serkolah tinggi-tinggi

karerna pada akhirnya jurga kermbali ker dapurr.

2. Surbordinasi ataur pernomorduraan, pada dasarnya adalah keryakinan bahwa

salah satur jernis kerlamin dianggap lerbih pernting ataur lerbih urtama

dibanding jernis kerlamin lainnya. Surdah serjak dahurlur ada pandangan

yang mernermpatkan kerdurdurkan dan perran perrermpuran lerbih rerndah dari

laki-laki. Serbagai contoh dalam mermperrolerh hak-hak perndidikan

biasanya anak perrermpuran tidak merndapat aksers yang sama

dibanding laki-laki. Kertika erkonomi kerlurarga terrbatas, maka hak

urnturk merndapatkan perndidikan lerbih diprioritaskan kerpada anak lakilaki,

padahal kalaur diperrhatikan berlurm terntur anak perrermpuran tidak mampur

3. Sterrerotiper, adalah citra bakur terntang individur ataur kerlompok yang tidak

sersurai derngan kernyataan ermpiris yang ada. Perlaberlan nergatif sercara

urmurm serlalur merlahirkan kertidakadilan. Hal ini merngakibatkan terrjadinya

diskriminasi dan berrbagai kertidakadilan yang merrurgikan kaurm

perrermpuran. Misalnya pandangan terrhadap perrermpuran yang turgas dan

furngsinya hanya merlaksanakan perkerrjaan yang berrkaitan derngan

perkerrjaan domerstik ataur kerrurmahtanggaan. Laberl kaurm perrermpuran

serbagai “ibur rurmah tangga” merrurgikan, jika herndak aktif dalam

“kergiatan laki-laki” serperrti berrpolitik, bisnis ataur birokrat

3 Achievinna Mirza Senathalia, “Gender Dan Fenomena Terorisme Perempuan,” Jurnal
Agama dan Sosial Humaniora 9, no. 1 (2021): 6–7.

2 Miftakhur Rohmah and Wiwik Afifah, “Hak Atas Kesetaraan Dan Anti-Diskriminasi
Kelompok Identitas Gender Netral (Non-Binary) Dalam Hukum Positif Indonesia,” Journal of
Law and Social-Political Governance 3, no. 1 (2023): 304.
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4. Sermerntara laberl laki-laki serbagai perncarinafkah urtama

(breradwinnerr) merngakibatkan apa saja yang dihasilkan olerh perrermpuran

dianggap serbagai sambilan ataur tambahan dan cernderrurng tidak

diperrhiturngkan

5. Kerkerrasan (violerncer), adalah suratur serrangan terrhadap fisik maurpurn

intergritas merntal psikologis serserorang. Olerh karerna itur, kerkerrasan tidak

hanya mernyangkurt serrangan fisik saja serperrti perrkosaan, permurkurlan dan

pernyiksaan, tertapi jurga yang berrsifat non fisik, serperrti perlercerhan

serksural serhingga sercara ermosional terrursik

6. Berban ganda, adalah berban yang harurs ditanggurng olerh salah satur jernis

kerlamin terrterntur sercara berrlerbihan. Berrbagai obserrvasi mernurnjurkkan

perrermpuran merngerrjakan hampir 90% dari perkerrjaan dalam rurmah

tangga. Serhingga bagi merrerka yang berkerrja, serlain berkerrja di

termpat kerrja, jurga masih harurs merngerrjakan perkerrjaan rurmah tangga

Perrlur dikertahuri bahwa istilah “gernderr” dalam bahasa Inggris berrarti

jernis kerlamin, namurn dalam Werbsterr‟s Nerw World Dictionanary, diartikan

serbagai perrberdaan antara laki-laki dan perrermpuran baik dari sergi nilai maurpurn

tingkah lakur. Namurn lerbih dari itur, gernderr diartikan serbagai konserp

kurlturral yang merncakurp perrberdaan perran, perrilakur, merntalitas dan

karerakterristik ermosional yang berrkermbang dalam masyarakat4. Gernderr

merrurpakan konserp psikosial yang mermberdakan maskurlinitas dan ferminitas.

Gernderr merrurpakan suratur hal yang tidak bisa dipaksakan kerpada individur

serberlurm merrerka merngiderntifikasikan dirinya serndiri. Perngalaman psikologis

mernjadi laki-laki ataur perrermpuran diserburt derngan iderntitas gernderr5. Iderntitas

gernderr (gernderr iderntity) merrurpakan terrminologi yang digurnakan urnturk

mernggambarkan kercernderrurngan serserorang yang merncakurp pria, wanita dan

transgernderr6. Iderntitas gernderr mermiliki kermampuran urnturk mermperrkurat

6 Safiruddin Al Baqi, “Penguatan Identitas Gender Pada Siswa Laki-Laki Melalui
Kehadiran Guru Laki-Laki Di Tingkat PAUD,” Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak 5, no. 2
(2021): 296.

5 Jeffrey S. Nevid, Gender Dan Seksualitas : Konsepsi Dan Aplikasi Psikologi
(Yogyakarta: Nusamedia, 2021).:4.

4 Ibid: 6.
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keryakinan serserorang terrhadap dirinya serbagai laki-laki ataur perrermpuran, sersurai

derngan ciri fisiknya, dan dapat terrcerrmin dalam perran dan perrilakur yang sersurai

derngan norma yang berrlakur. Iderntitas gernderr lerbih fokurs pada apa yang

dirasakan olerh individur terrserburt7.

Paturt disayangkan, bahwa banyak dari kerlompok minoritas serperrti LGBT

merndapatkan perrilakur yang tidak adil. Perrlakuran yang tidak adil terrserburt terntur

turrurt merrerburt hak-hak merrerka serbagai manursia, serperrti hak merndapatkan aksers

perndidikan, hingga perkerrjaan. Dalam sisterm dermokrasi, masyarakat surdah

serpantasnya mermiliki kerberbasan dalam merngermurkakan perndapat dan

merngerksprersikan dirinya, tanpa terrkercurali. Keradilan terrserburt harurs dapat

dirasakan olerh sertiap lapisan masyarakat yang berragam. Derngan keradilan

gernderr berrarti tidak ada permbakuran perran, berban ganda, surbordinasi,

marginalisasi dan kerkerrasan terrhadap perrermpuran maurpurn laki-laki. Jaminan

urnturk merrasa hidurp aman dan nyaman terlah diaturr dalam Urndang-urndang Dasar

Nergara Rerpurblik Indonersia (UrUrD RI) 1945, dalam Pasal 28G ayat (1) yang

berrburnyi:

”Sertiap orang berrhak atas perrlindurngan diri pribadi, kerlurarga, kerhormatan,

martabat, dan harta bernda yang di bawah kerkurasaannya, serrta berrhak atas rasa

aman dan perrlindurngan dari ancaman kertakurtan urnturk berrburat ataur tidak

berrburat sersuratur yang merrurpakan hak asasi”.

Dalam Hak Asasi Manursia (HAM) sertiap nergara wajib urnturk

mernghargai, merlindurngi,dan mermernurhi hak asasi manursia. Merskipurn hurkurm

interrnasional dan hurkurm nasional di berberrapa nergara terlah mernjamin

kersertaraan hak, namurn ada saja perrmasalahan yang timburl terrhadap kaurm

perrermpuran baik sercara der jurrer (dalam hurkurm) maurpurn sercara der facto

(dalam praktiknya)8. Berrangkat dari latar berlakang di atas, pokok masalah

yang akan dikaji dalam turlisan ini ialah merngernai bagaimana hurkurm positif

8 Ratna Indrawasiha and Lengga Pradiptab, “Pergerakan Sosial Perempuan Pesisir Dalam
Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Dan Kesetaraan Gender,” Jurnal Satwika: Kajian Ilmu
Budaya dan Perubahan Sosial 5, no. 1 (2021): 111.

7 Kurnia Sary et al., “Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Membentuk Identitas Gender,”
Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 1, no. 5 (2023): 504.
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Indonersia merngaturr ataur tidak merngaturr perngakuran iderntitas gernderr dan

bagaiamana pro dan kontra dalam perngakuran iderntitas gernderr di Indonersia.

METODE

Mertoder yang digurnakan dalam pernerlitian ini, yaitur:

1. Jernis Pernerlitian

Pernerlitian ini merrurpakan pernerlitian derngan jernis pernerlitian hurkurm

normatif (normativer lergal rerserarch). Pernerlitian normatif serringkali diserburt

derngan pernerlitian doktrinal, yaitur pernerlitian yang objerk kajiannya adalah

dokurmern perraturran perrurndang-urndangan dan bahan purstaka9.

2. Pernderkatan Pernerlitian

Pernderkatan pernerlitian merrurpakan mertoder ataur cara merngadakan

pernerlitian. Sersurai derngan jernis pernerlitiannya yakni pernerlitian hurkurm

normatif (yurridis normatif), maka pernderkatan yang digurnakan dalam

pernerlitian ini yaitur pernderkatan perrurndang-urndangan (mernerlaah sermura

urndang-urndang dan rergurlasi yang berrsangkurt paurt derngan isur hurkurm yang

serdang ditangani)10.

3. Bahan Hurkurm

a. Bahan Hurkurm Primerr, merrurpakan bahan hurkurm yang mermiliki kerkuratan

hurkurm merngikat11. Bahan hurkurm primerr yang digurnakan dalam

pernerlitian ini ialah perraturran perrurndang-urndangan.

b. Bahan Hurkurm Serkurnderr, bahan hurkurm yang mermberrikan pernjerlasan

merngernai bahan hurkurm primerr. Bahan hurkurm serkurnderr yang digurnakan

dalam pernerlitian ini yaitur burkur-burkur, jurrnal/artikerl, hasil pernerlitian

(skripsi/thersis/laporan/diserrtasi), dan lain-lain.

c. Bahan Hurkurm Terrsierr, bahan-bahan yang mermberri perturnjurk.maurpurn

pernjerlasan terrhadap bahan hurkurm primerr dan serkurnderr. Pada pernerlitian

ini bahan hurkurm primerr yang digurnakan ialah kamurs hurkurm onliner.

4. Proserdurr Perngurmpurlan Bahan Hurkurm

11 Salim HS. and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
Dan Disertasi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013):16.

10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005):133.

9 Soejono and H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)..
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Proserdurr perngurmpurlan bahan hurkurm derngan merlakurkan perncarian

literraturr hurkurm baik offliner (burkur) maurpurn onliner (interrnert) dan informasi

lainnya. Sercara offliner dapat jurga dilakurkan derngan cara merncari burkur,

jurrnal dan artikerl hurkurm serrta bahan purstaka lainnya yang berrkaitan derngan

pernerlitian pernerliti. Serdangkan sercara onliner dilakurkan merlaluri cara browsing

interrnert. Serlain itur, dalam pernerlitian ini terknik perngurmpurlan data yang

digurnakan adalah sturdi kerpurstakaan yakni berrurpa sturdi dokurmern dan terknik

perndurkurng lainnya yaitur mernerliti dokurmern yang ada derngan

merngurmpurlkan data dan informasi dari burkur, karangan ilmiah, perraturran

perrurndang-urndangan dan bahan terrturlis lainnya serrta purtursan perngadilan

nergerri yang berrkaitan derngan pernerlitian ini, yaitur derngan cara merncari,

mermperlajari dan merncatat serrta mernginterrprertasikan hal-hal yang berrkaitan

derngan objerk pernerlitian12.

5. Perngolahan Bahan Hurkurm

Perrtama dilakurkan cara pernyurntingan artinya mermerriksa urlang sercara

khursurs terrhadap bahan hurkurm yang berrkaitan derngan kerlerngkapan,

kerjerlasan makna, kerberrlakuran dan kerterrkaitan derngan pernerlitian lainnya13.

Serterlah dierdit, kermurdian dilakurkan coding yaitur rerferrernsi ataur simbol yang

mernurnjurkkan surmberr bahan hurkurm serperrti urndang-urndang, sastra ataur

dokurmern, pernurlis yang terrdiri dari nama perngarang, tahurn pernerrbitan serrta

urrurtan perrmasalahan yang dirurmurskan. Kermurdian rerkonstrurksi materri

(rerconstrurcting) yaitur mernyursurn materri hurkurm sercara logis agar lerbih

dipahami dan dimaknai, dan yang terrakhir adalah mernyursurn materri hurkurm

sercara sistermatis mernurrurt sisterm. Kerrangka permbahasan berrdasarkan urrurtan

perrmasalahan14.

6. Analisis Bahan Hurkurm

14 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004):126.

13 Suratman and H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV Alfabeta,
2015):141-142.

12 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1994):225.
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Analisa bahan hurkurm yang dilakurkan sercara normatif kuralitatif yaitur

permbahasan dan pernjabaran data hasil pernerlitian yang merndasarkan pada

norma-norma ataur kaidah-kaidah hurkurm serrta doktrin-doktrin yang rerlervan

derngan perrmasalahan15. Dalam analisis data kuralitatif ini data disursurn yaitur

“digolongkan dalam pola, terma ataur katergori”16. Tahap serlanjurtnya adalah

merlakurkan analisis sercara perrsperktif urnturk mernermurkan jawaban atas

perrmasalahan derngan mernggurnakan tahapan berrpikir sercara sistermatis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Identitas Gender Dalam Kerangka

Hukum Nasional Indonesia

Serbagaimana dikertahuri hak asasi manursia adalah hak yang merlerkat

pada sermura manursia, apa purn kerbangsaannya, termpat tinggal, jernis

kerlamin, asal kerbangsaan ataur ertnis, warna kurlit, agama, bahasa, ataur staturs

lainnya. Sertiap orang berrhak atas hak asasi manursia tanpa diskriminasi.

Hak-hak ini sermuranya saling terrkait, saling berrganturng dan tak terrpisahkan.

Artinya kaurm LGBT purn sercara hurkurm berrhak urnturk merndapatkan hak asasinya

dan berrhak diperrlakurkan sama sercara adil tanpa didiskriminasi dalam bernturk

apapurn. Namurn serbagaimana terlah dijerlaskan serberlurmnya bahwa

Indonersia merrurpakan nergara yang masih kerntal derngan ajaran agama,

moral, dan ertika yang terlah berrkermbang dan merngakar di serlurrurh lapisan

masyarakatnya. Perrilakur mernyimpang kaurm LGBT terntur tidak bisa diterrima

bergitur saja, karerna serlalur ada alasan-alasan merndasar dari masyarakat urnturk

mernolak perlakur dan perrilakur serksural mernyimpang, baik itur didasari atas ajaran

agama maurpurn burdaya.

Serbagai gambaran urmurm terntang hak asasi LGBT di Indonersia,

hurkurm nasional dalam arti luras tidak mermberri durkurngan bagi komurnitas LGBT

walaurpurn tidak ditertapkan serbagai tindak pidana. Perrsperktif hurkurm positif

16 Soedjono Soekanto and Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: Rajawali Pers, 2003):14.

15 Rony Hajinoto Soemitro, Metode Penulisan Hukum Dan Jumetri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1998):46.
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Indonersia berlurm merngaturr sercara erksplisit terntang LGBT, misalnya Kitab

Urndang-Urndang Hurkurm Pidana (KUrHP) Indonersia dan Rancangan

Urndang-Urndang KUrHP Indonersia tidak merlarang biserksural dan transerksural/

transgernderr dan tidak mernernturkan hurkurman bagi orang yang merlakurkan

LGBT17. Olerh karerna itur, hingga sampai pada saat ini Indonersia berlurm mermiliki

satur pasal khursurs yang sercara erksplisit merngaturr perngakuran iderntitas gernderr.

Namurn merskipurn dermikian terrdapat berberrapa pasal dalam urndang-urndang yang

rerlervan dapat dijadikan rurjurkan, merskipurn tidak sercara langsurng merngaturr

perngakuran iderntitas gernderr. Adapurn pasal-pasal terrserburt terrcanturm dalam

berberrapa perraturran, antara lain:

1. Urndang-Urndang Dasar 1945

Dalam BAB XA Hak Asasi Manursia Pasal 28C mernyatakan bahwa:

(1) Sertiap orang berrhak merngermbangkan diri merlaluri permernurhan

kerburturhan dasarnya, berrhak merndapat perndidikan dan mermperrolerh

manfaat dari ilmur perngertahuran dan terknologi, serni dan burdaya, dermi

merningkatkan kuralitas hidurpnya dan dermi kerserjahterraan urmat manursia.

(2) Sertiap orang berrhak urnturk mermajurkan dirinya dalam mermperrjurangkan

haknya sercara kolerktif urnturk mermbangurn masyarakat, bangsa dan

nergaranya.

Pasal 28D mernyatakan bahwa:

(1) Sertiap orang berrhak atas perngakuran, jaminan, perrlindurngan, dan

kerpastian hurkurm yang adil serrta perrlakuran yang sama dihadapan hurkurm.

(2) Sertiap orang berrhak urnturk berkerrja serrta merndapat imbalan dan

perrlakuran yang adil dan layak dalam hurburngan kerrja.

(3) Sertiap warga nergara berrhak mermperrolerh kersermpatan yang sama dalam

permerrintahan.

(4) Sertiap orang berrhak atas staturs kerwarganergaraan.

Pasal 28Er Ayat (2), mernyatakan:

17 Febby Shafira Dhamayanti, “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT
Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia,” IPMHI Law Journal 2, no. 1
(2022): 218.
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“Sertiap orang berrhak atas kerberbasan meryakini kerperrcayaan, mernyatakan

pikiran dan sikap, sersurai derngan hati nurraninya”

Pasal 28G, mernergaskan bahwa:

(1) Sertiap orang berrhak atas perrlindurngan diri pribadi, kerlurarga,

kerhormatan, martabat, dan harta bernda yang dibawah kerkurasaannya,

serrta berrhak atas rasa aman dan perrlindurngan dari ancaman kertakurtan

urnturk berrburat ataur tidak berrburat sersuratur yang merrurpakan hak asasi.

(2) Sertiap orang berrhak urnturk berbas dari pernyiksaan dan perrlakuran yang

merrerndahkan derrajat martabat manursia dan berrhak mermperrolerh suraka

politik dari nergara lain.

Pasal 28H Ayat (2) mernergaskan:

“Sertiap orang merndapat kermurdahan dan perrlakuran khursurs urnturk

mermperrolerh kersermpatan dan manfaat yang sama gurna merncapai perrsamaan

dan keradilan”

Pasal 28I, mernergaskan bahwa:

(1) Hak urnturk hidurp, hak urnturk tidak disiksa, hak kermerrderkaan pikiran dan

hati nurrani, hak berragama, hak urnturk tidak diperrburdak, hak urnturk diakuri

serbagai pribadi dihadapan hurkurm, dan hak urnturk tidak diturnturt atas

dasar hurkurm yang berrlakur surrurt adalah hak asasi manursia yang tidak

dapat dikurrangi dalam keradaan apa purn.

(2) Sertiap orang berrhak berbas atas perrlakuran yang berrsifat diskriminatif atas

dasar apa purn dan berrhak merndapatkan perrlindurngan terrhadap perrlakuran

yang berrsifat diskriminatif itur.

(3) Iderntitas burdaya dan hak masyarakat tradisional dihormati serlaras derngan

perrkermbangan zaman dan perradaban.

(4) Perrlindurngan, permajuran, pernergakan, dan permernurhan hak asasi manursia

adalah tanggurng jawab nergara, terrurtama permerrintah.

(5) Urnturk mernergakan dan merlindurngi hak assi manursia sersurai derngan

prinsip nergara hurkurm yang dermokratis, maka perlaksanaan hak asasi

manursia dijamin, diaturr, dan diturangkan dalam perraturran

perrurndangan-urndangan.
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Dijerlaskan purla dalam Pasal 28J yang mernyatakan bahwa:

(1) Sertiap orang wajib mernghormati hak asasi manursia orang lain dalam

terrtib kerhidurpan berrmasyarakat, berrbangsa, dan berrnergara.

(2) Dalam mernjalankan hak dan kerberbasannya, sertiap orang wajib turndurk

kerpada permbatasan yang ditertapkan derngan urndang-urndang derngan

maksurd sermata-mata urnturk mernjamin perngakuran serrta pernghormatan

atas hak kerberbasan orang lain dan urnturk mermernurhi turnturtan yang adil

sersurai derngan perrtimbangan moral, nilai-nilai agama, keramanan, dan

kerterrtiban urmurm dalam suratur masyarakat dermokratis

2. Urndang-Urndang Nomor 23 Tahurn 2006 terntang Administrasi Kerperndurdurkan

Urndang-urndang ini merngaturr merngernai hak dan kerwajiban perndurdurk,

kerwernangan pernyerlernggara dan instansi perlaksana, perndaftaran perndurdurk,

perncatatan sipil, data dan dokurmern kerperndurdurkan, sisterm informasi dan

administrasi kerperndurdurkan, perrlindurngan data pribadi perndurdurk, sanksi

administratif dan sanksi pidana terrkait administrasi kerperndurdurkan. Dalam

urndang-urndang ini Pasal 56 mernergaskan bahwa:

(1) Perncatatan Perristiwa Pernting lainnya dilakurkan olerh Perjabat Perncatatan

Sipil atas perrmintaan Perndurdurk yang berrsangkurtan serterlah adanya

purtursan perngadilan nergerri yang terlah mermperrolerh kerkuratan hurkurm

tertap.

(2) Perncatatan Perristiwa Pernting lainnya serbagaimana dimaksurd pada ayat

(1) paling lambat 30 (tiga purlurh) hari serjak diterrimanya salinan pernertapan

perngadilan.

(3) Kerternturan lerbih lanjurt merngernai perrsyaratan dan tata cara perncatatan

Perristiwa Pernting lainnya diaturr dalam Perraturran Prersidern.

Artinya pasal ini mermburka perlurang urnturk perrurbahan data kerperndurdurkan,

namurn mernsyaratkan adanya purtursan perngadilan yang terlah berrkerkuratan

hurkurm tertap.

3. Urndang-Urndang Nomor 39 Tahurn 1999 terntang Hak Asasi Manursia

Sercara garis bersar, merngaturr terntang hak-hak dasar yang merlerkat pada

sertiap individur serjak lahir tanpa adanya diskriminasi. Urndang-urndang ini
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berrturjuran urnturk merlindurngi, mernjurnjurng tinggi, dan mernergakkan hak asasi

manursia bagi serlurrurh warga nergara Indonersia. Urndang-Urndang Hak Asasi

Manursia (HAM) mermiliki kaitan yang sangat errat derngan perngakuran gernderr.

Hak atas kersertaraan dan non-diskriminasi yang terrcanturm dalam UrUr HAM

mernjadi dasar bagi sertiap individur, terrmasurk individur transgernderr, urnturk

merndapatkan perngakuran atas iderntitas gernderr merrerka.

4. Urndang-Urndang Nomor 36 Tahurn 2009 terntang Kerserhatan

Urndang-urndang ini serburah perraturran perrurndang-urndangan yang

merngaturr sergala hal yang berrkaitan derngan kerserhatan masyarakat.

Urndang-urndang ini berrturjuran urnturk mernjamin kerserhatan masyarakat,

merningkatkan derrajat kerserhatan, serrta merlindurngi masyarakat dari sergala

ancaman terrhadap kerserhatan. Merskipurn sercara langsurng tidak merngaturr

perngakuran gernderr, mermiliki kaitan yang sangat errat derngan isur ini.

Kerserhatan adalah hak dasar sertiap manursia, terrmasurk individur transgernderr.

Olerh karerna itur, UrUr Kerserhatan mermiliki perran pernting dalam mermastikan

bahwa individur transgernderr dapat merngaksers layanan kerserhatan yang sersurai

derngan kerburturhan dan iderntitas gernderr merrerka.

Pro dan Kontra Pengakuan Identitas Gender di Indonesia

Perngakuran gernderr di Indonersia masih mernjadi kontroverrsi di nergara

yang mayoritas murslim serrta mernjurnjurng nilai moral yang tinggi.

Perngakuran gernderr masih dianggap tabur dan mernakurtkan olerh serbagian bersar

kalangan masyarakat. Bagi serbagian masyarakat Indonersia mernerrima perngakuran

gernderr sama halnya derngan mernerrima perrilakur serksural yang mernyimpang.

Perrilakur serksural yang mernyimpang masih merrurpakan hal yang tabur

bagi masyarakat Indonersia yang berrburdaya kertimurran, masyarakat masih

kerntal dan mermergang tergurh apa yang dinamakan derngan ajaran moral,

ertika, dan agama, serhingga perrilakur serksural yang mernyimpang terntur

burkanlah fernomerna yang dapat diterrima bergitur saja.
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Perrilakur serksural yang mernyimpang itur serndiri, murncurl atas dasar

orierntasi serksural yang mernyimpang.Orierntasi serksural adalah kercernderrurngan

serserorang urnturk merngarahkan rasa kerterrtarikan, romantismer, ermosional, dan

serksuralnya kerpada pria, wanita, ataur kombinasi kerduranya. Perrilakur serksural

meryimpang dilakurkan olerh kerlompok-kerlompok orang yang mermiliki orierntasi

serksural mernyimpang, ataur lerbih dikernal derngan istilah kerlompok LGBT

(Lersbian, Gay, Biserxural, dan Transgernderr/Transserxural)18.

Namurn saat ini tak serdikit masyarakat Indonersia yang terlah mernerrima

kerhadiran merrerka serbagai salah satur dari kerragaman, burkan lagi suratur hal

yang mernyimpang. Merskipurn tidak sermura masyarakat mernolak, sikap

“diskriminasi” yang dirasakan olerh kaurm LGBT dianggap serbagai perlanggaran

HAM. Karerna kaurm LGBT hidurp hampir di sertiap bagian berlahan durnia,

merrerka adalah bagian dari anggota masyarakat, ertnis, dan agama terrterntur.

Merrerka jurga adalah manursia yang harurs dihormati haknya, akan tertapi di

berberrapa nergara (terrmasurk Indonersia) merrerka merngalami diskriminasi yang

diserbabkan olerh iderntitas dan orierntasi serksural19.

Ternturnya hal diatas mernjadi perrbincangan serkaligurs perrderbatan

olerh berrbagai pihak dalam mernanggapi fernomerna LGBT. Serhingga hal

terrserburt mernimburlkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kalangan pro

merngatakan LGBT merrurpakan erksprersi yang harurs dihargai dan dilindurngi olerh

nergara. LGBT dianggap merrurpakan bagian dari HAM. Kalangan kontra

merngatakan bahwa LGBT merrurpakan serks yang mernyimpang dan bisa merrursak

tatanan sosial. Perndapat ini biasanya disurarakan olerh kalangan agama maurpurn

burdaya di Indonersia20. Dura pihak yang berrberda terrserburt mermiliki dasar logika

20 Toba Sastrawan Manik et al., “Eksistensi Lgbt Di Indonesia Dalam Kajian Perspektif
Ham, Agama, Dan Pancasila,” Jurnal Kewargenegaraan 18, no. 2 (2021): 85.

19 Op.Cit, Febby Shafira Dhamayanti: 217.

18 Meity Marhaba, Cornelius Paat, and John Zakarias, “Jarak Sosial Masyarakat Dengan
Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Trangender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu
Kabupaten Boalemo Provinsi Gotontalo,” Jurnal Ilmiah Society 1, no. 1 (2021): 2.
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dan argurmerntasi yang sangat berrberda serhingga murstahil merncapai titik termur.

Adapurn pro dan kontra terrserburt yaitur:21

1. Argurmern Pihak yang Merndurkurng Perngakuran Gernderr di Indonersia

Berberrapa argurmern yang merndasari durkurngan ini, antara lain:

a. Hak Asasi Manursia dan Prinsip Kersertaraan, merrurjurk pada Derklarasi

Urniverrsal Hak Asasi Manursia yang mernergaskan bahwa sertiap orang

berrhak atas perrlindurngan hurkurm yang sama tanpa diskriminasi.

Mernurrurt merrerka, perngakuran terrhadap perrkawinan sersama jernis

merrurpakan perrwurjurdan dari prinsip non-diskriminasi dan kersertaraan

hak yang serharursnya dilindurngi olerh nergara.

b. Perngakuran Iderntitas dan Dignitas Individur, bagi komurnitas LGBT,

perngakuran terrhadap perrkawinan sersama jernis burkan hanya serkadar

staturs hurkurm, tertapi jurga merrurpakan perngakuran terrhadap iderntitas

pribadi merrerka. Nergara yang tidak merngakuri hak ini dianggap

merngabaikan kerberradaan dan martabat merrerka.

c. Manfaat Sosial dan Erkonomi, perngakuran gernderr dan perrkawinan sersama

jernis jurga dapat berrdampak positif bagi stabilitas sosial dan erkonomi.

Derngan lergalisasi, pasangan sersama jernis akan mermiliki aksers yang

lerbih baik terrhadap hak waris, asurransi kerserhatan, serrta perrlindurngan

hurkurm lainnya, yang pada akhirnya akan merngurrangi

diskriminasi serrta mermperrbaiki kerserjahterraan sosial merrerka.

d. Merningkatkan Pernerrimaan Sosial, lergalisasi perrkawinan sersama jernis

di nergara-nergara lain terlah terrburkti merngurrangi diskriminasi terrhadap

komurnitas LGBT dan mermburka rurang diskursi yang lerbih konstrurktif

merngernai hak-hak merrerka. Perndurkurng lergalisasi berrharap bahwa

Indonersia dapat merngalami perrurbahan serrurpa jika perrkawinan sersama

jernis diakuri sercara rersmi.

2. Argurmern Pihak yang Mernerntang Perngakuran Gernderr di Indonersia

21 Ardianto Wijaya Komala, Budiman Satria Ongkowidjaja, and Jonathan Johan Putera,
“Pro Dan Kontra Legalisasi Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia,” Jurnal Multilingual 4, no. 4
(2024): 4–5.
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Sermerntara itur, pernolakan terrhadap lergalisasi perngakuran gernderr di

Indonersia lerbih serring didorong olerh alasan-alasan agama, burdaya, serrta

kerkhawatiran terrhadap implikasi sosialnya. Berrikurt adalah berberrapa

argurmern urtama dari pihak yang mernerntang, antara lain:

a. Berrterntangan derngan Nilai Agama, mayoritas masyarakat Indonersia

mernganurt agama yang merngajarkan bahwa perrkawinan adalah

institursi yang sakral antara pria dan wanita. Baik Islam, Kristern,

Katolik, maurpurn agama lainnya di Indonersia sercara tergas mernerntang

hurburngan sersama jernis, serhingga lergalisasi perrkawinan sersama jernis

dianggap merlanggar ajaran agama dan merrursak tatanan moral yang terlah

lama dipergang tergurh. Hurkurm mernjamin hak sertiap orang urnturk

berragama dan mernjalankan kerwajiban sersurai turnturnan agamanya.

Ajaran agama Islam contohnya, serorang murslim burkan diperrintahkan

urnturk merlaksanakan kerwajiban saja tertapi jurga merncergah

kermurngkaran. Jika terrjadi serburah pernyimpangan terrhadap ajaran agama

(LGBT) terrurtama jika dilakurkan olerh yang jurga berragama Islam,

makasersuratur yang wajar jika merrerka mernolak perlakur dan

perrilakur serksural mernyimpang LGBT

b. Norma Sosial dan Burdaya yang Konserrvati, masyarakat Indonersia

mermiliki norma sosial yang kurat terrkait perran gernderr dan strurkturr

kerlurarga. Perrnikahan sersama jernis dianggap serbagai ancaman

terrhadap strurkturr kerlurarga tradisional yang berrpursat pada hurburngan

herterroserksural. Hal ini mermicur kerkhawatiran bahwa perngakuran

terrhadap perrkawinan sersama jernis akan merrursak nilai-nilai sosial yang

terlah merngakar dalam burdaya Indonersia.

c. Dampak Terrhadap Gernerrasi Murda, banyak yang khawatir bahwa

lergalisasi perrkawinan sersama jernis akan mermberrikan dampak nergatif

terrhadap gernerrasi murda, terrmasurk kerbingurngan iderntitas dan

orierntasi serksural. Pernerntang serring mernyurarakan bahwa

perrnikahan sersama jernis bisa dianggap serbagai normalisasi perrilakur

yang "mernyimpang," yang pada akhirnya dapat merrursak tatanan sosial
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yang ada di dalam strata masyarakat Indonersia baik saat ini maurpurn di

masa yang akan datang.

d. Kerndala Hurkurm dan Perrurbahan Konstitursi, konstitursi dan berrbagai

perraturran di Indonersia sercara tergas mernderfinisikan perrkawinan

serbagai hurburngan antara pria dan wanita. Merngurbah derfinisi ini

mermerrlurkan amandermern urndang-urndang yang tidak hanya

merlibatkan perrurbahan normatif tertapi jurga poternsi rersisternsi dari

berrbagai kerlompok politik dan sosial serrta mermakan waktur yang tidak

singkat karerna mermerlurkan kajian sercara lerbih rinci.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapurn kersimpurlan yang dapat dipertik yaitur:

1. Indonersia berlurm mermiliki satur pasal khursurs yang sercara erksplisit merngaturr

perngakuran iderntitas gernderr. Namurn merskipurn dermikian terrdapat berberrapa

pasal dalam urndang-urndang yang rerlervan dapat dijadikan rurjurkan, yaitur

Pasal 28C, Pasal 28Er, Pasal 28G, Pasal 28H Urndang-Urndang Dasar 1945,

Pasal 56 Urndang-Urndang Nomor 23 Tahurn 2006 terntang Administrasi

Kerperndurdurkan, Urndang-Urndang Nomor 39 Tahurn 1999 terntang Hak Asasi

Manursia, dan Urndang-Urndang Nomor 36 Tahurn 2009 terntang Kerserhatan

2. Terrdapat dura kalangan terrhadap perngakuran gernderr di Indonersia yaitur

kalangan pro dan kalangan kontra. Kalangan pro merngatakan LGBT

merrurpakan erksprersi yang harurs dihargai dan dilindurngi olerh nergara. LGBT

dianggap merrurpakan bagian dari HAM. Kalangan kontra merngatakan bahwa

LGBT merrurpakan serks yang mernyimpang dan bisa merrursak tatanan sosial.

Perndapat ini biasanya disurarakan olerh kalangan agama maurpurn burdaya di

Indonersia22. Dura pihak yang berrberda terrserburt mermiliki dasar logika dan

argurmerntasi yang sangat berrberda serhingga murstahil merncapai titik termur.

Adapurn pro dan kontra terrserburt yaitur:

a. Kalangan Pro, merngatakan perngakuran gernderr harurs diterrima karerna

berrdasarkan hak asasi manursia dan prinsip kersertaraan, perngakuran

22 Op.Cit, Toba Sastrawan Manik, et.al: 85.
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iderntitas dan dignitas individur, manfaat sosial dan erkonomi, dan

merningkatkan pernerrimaan sosial.

b. Kalangan Kontra, sermerntara bagi kalangan yang kontra perngakuran

gernderr harurs ditolak karerna berrterntangan derngan nilai agama, norma

sosial dan burdaya yang konserrvati, dampak terrhadap gernerrasi murda, dan

kerndala hurkurm dan perrurbahan konstitursi.

Saran

Diharapkan kerpada permerrintah yang berrwernang urnturk dapat merngambil

kerpurtursan terrhadap perngakuran gernderr di Indonersia ini dilakurkan sercara bijak

derngan mermperrhatikan kerrersahan dari serlurrurh pihak baik dari sergi agama,

hurkurm, dan hak asasi manursia agar kerpurtursan yang diambil olerh permerrintah

nantinya dapat diterrima derngan pikiran terrburka olerh serlurrurh kalangan

masyarakat.
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